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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Pendidikan lmerupakan lhal lyang lsangat lpenting lyang lharus ldirasakan loleh 

lsetiap lmanusia. lPerguruan lTinggi lmerupakan lsalah lsatu linstitusi lyang lberperan 

ldalam lpraktik lpendidikan lbaik lformal lmaupun linformal. lInstitusi lperguruan ltinggi 

lmemiliki lkeistimewaan ldibandingkan ldengan linstitusi llain lterletak lpada lfungsi 

ldasarnya, lyaitu ldalam lhal lpendidikan, lpengajaran, ldan lusaha lpenemuan latau linovasi 

l(riset). lMemajukan lkesejahteraan lumum lmerupakan lsalah lsatu ltujuan lNegara lyang 

ltercantum ldalam lPembukaan lUndang-Undang lDasar l1945.  Proses kemajuan 

bangsa tidak akan pernah tercapai apabila selalu diiringi dengan praktik-praktik 

korupsi. Negara-negara peserta konvensi PBB anti korupsi 2003 prihatin atas 

keseriusan masalah ancaman perkara korupsi di Indonesia yang masih kurang 

maksimal terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat yang merusak lembaga-

lembaga dan nilai-nilai demokrasi, etika, keadilan, serta mengacaukan 

pembangunan yang berkelanjutan dan supremasi hukum (Jahja, 2013). Disadari 

atau tidak, kita telah menjadi bagian dari praktek korupsi, seperti kerelaan dalam 

memberikan uang suap dalam pengurusan surat-surat resmi, seperti akta 

kelahiran, IMB, SIM, pengurusan anggaran, sampai dengan Surat Kematian.  

Jika kita kaitkan permasalahan yang ada di tingkat Pendidikan Tinggi atau 

Perguruan Tinggi, antara lain permasalahan atau kasus pada Rektor Universitas 

Jenderal Soedirman (Unsoed) karena perkara korupsi dana Coorporate Social 

Responsibility (CSR) PT Aneka Tambang, kasus Rektor Universitas Airlangga 

(Unair) 2006-2010 korupsi Rumah Sakit Unair dan peningkatan sarana prasarana, 

kasus Rektor Universitas Samudra (Unsam) yang diduga tidak transparan dalam 

penyaluran dana Bidikmisi kepada mahasiswa. Menyelesaikan tindak kecurangan 

atau korupsi tentunya tidak mudah karena harus melalui prosedur yang tepat 

untuk memperoleh bukti yang cukup, kuat dan relevan.  
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Untuk penyelesaian tindakan tersebut, maka perlu dilakukan Auditor 

Internal yang berpengalaman dan juga kompeten. Auditor internal dalam hal ini 

adalah Satuan Pengawasan Internal merupakan unit bagian dari struktur 

pengawasan yang terdapat di Perguruan Tinggi yang berstatus berbadan hukum 

Indonesia.  

Satuan lPengawasan lInternal l(SPI) lmerupakan lpengawasan lmanajerial lyang 

lfungsinya lmengukur ldan lmengevaluasi lsistem lpengendalian ldengan ltujuan 

lmembantu lsemua langgota lmanajemen ldalam lmengelola lsecara lefektif 

lpertanggungjawaban ldengan lcara lmenyediakan lanalisis, lrekomendasi, ldan 

lkomentar-komentar lyang lberhubungan ldengan lkegiatan-kegiatan lyang ltelah 

lditelaah l(Sitompul, l2008:18). lDalam lmelaksanakan lperannya, lSatuan lPengawasan 

lInternal lharus lberpedoman lpada lstandar lprofesi lAudit lInternal. lMenurut lTugiman 

l(1997:16), lstandar lprofesi laudit linternal lmeliputi lindependensi, lkemampuan 

lprofesional, llingkup lpekerjaan laudit linternal, lpelaksanaan lkegiatan lpemeriksaan, 

lserta lmanajemen lbagian laudit linternal. Satuan Pengawasan Internal berfungsi 

dalam penyusunan program pengawasan kebijakan dan program, pengawasan 

kepegawaian, pengawasan keuangan, pengawasan Barang Milik Negara. 

Menyikapi kondisi ini, sudah seyogyanya perguruan tinggi mengembangkan 

kebijakan pengawasan inspektorat jenderal seperti, Mengoptimalkan Kapasitas 

dan Peran Satuan Pengawas Internal (SPI) PTN dengan cara meningkatkan peran 

dan fungsi Satuan Pengawasan Internal sebagai pengawal PTN, Mengupayakan 

penegasan struktur organisasi Satuan Pengawasan Internal PTN, Meningkatkan 

kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) Satuan Pengawasan Internal PTN. 

Salah satu konsep yang saat ini sedang menjadi mainstream atau banyak 

ditemukan dalam penyelenggaraan perguruan tinggi adalah konsep Good 

University Governance (GUG). Konsep ini sebenarnya merupakan turunan dari 

konsep tata kepemerintahan yang lebih umum, yaitu Good Governance. lTata 

lkelola luniversitas lyang lbaik l(Good lUniversity lGovernance) lmencerminkan 

lkesuksesan luniversitas lyang lmenghasilkan llulusan-lulusan lyang lberkualitas ldan 

lsiap lbersaing lpada ldunia lglobal. lDalam lupaya lmenciptakan ltata lkelola luniversitas 

lyang lbaik, lsebuah luniversitas latau lperguruan ltinggi ltentunya lwajib lmemiliki ltenaga 

lpengajar lyang lmempunyai lkualifikasi ldan lkompetensi lunggul, lserta lmemiliki 
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lefisiensi ldan lproduktivitas lpembelajaran lyang ltinggi. Oleh karena itu peran 

internal audit sangat dibutuhkan untuk mendukung terciptanya Good University 

Governance (GUG). Internal Auditor memiliki peran penting dalam penerapan 

Good University Governance (GUG) saat ini. Internal Auditor tidak lagi hanya 

menjadi sekedar pengawas dan pengontrol yang kehadirannya ditakuti oleh 

manajemen, tapi sebagai business partner bagi Perguruan Tinggi. Internal Auditor 

diharapkan dapat memberikan solusi maksimal terhadap berbagai permasalahan 

ataupun temuan Audit pada suatu organisasi atau perusahaan. 

Karena, pada kenyataannya pembentukan Satuan Pengawasan Internal tidak 

didasarkan pada kebutuhan akan peran Satuan Pengawasan Internal, namun lebih 

pada pelengkap administratif struktur organisasi (Aisyah dkk, 2013). Banyak tim 

Satuan Pengawasan Internal di berbagai perguruan tinggi, khususnya yang belum 

berstatus (Badan Layanan Umum) BLU, tidak dapat berfungsi dengan baik karena 

SPI dibentuk di masing-masing PTN secara tidak memadai dari sisi jumlah 

sumber daya manusia yang dialokasikan, kualifikasi yang harus dipenuhi oleh 

ketua dan anggota Satuan Pengawasan Internal, maupun pendanaan program 

kegiatan dan aktivitas internal audit. Secara empiris, belum ada hasil penelitian 

yang dapat menunjukkan bahwa para pemimpin PTN di Indonesia benar-benar 

memiliki persepsi dan anggapan yang sama mengenai peran Satuan Pengawasan 

Internal. 

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 63 terkait otonomi pengelolaan 

perguruan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip: Akuntabilitas, Transparansi, 

Nirlaba, Penjaminan Mutu dan Efektivitas serta Efisiensi. Peraturan Pemerintah 

No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan 

Perguruan Tinggi, Pasal 28 Poin C yaitu pengawas dan penjaminan mutu dan 

dilanjutkan Pasal 29 Poin C dan D yang berisi satuan pengawas internal yang 

dibentuk oleh Pemimpin Perguruan Tinggi sebagai unsur pengawas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 28 huruf C, yang menjalankan fungsi pengawasan non 

akademik untuk dan atas nama Pemimpin Perguruan Tinggi, dan dewan 

penyantun atau nama lain yang menjalankan fungsi pertimbangan non akademik 

dan fungsi lain yang ditetapkan dalam Statuta.  
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Oleh karena itu, dalam pengungkapan kerugian Negara masih terdapat 

temuan kecurangan bahkan korupsi. Hal ini terjadi pada kasus Rektor Universitas 

Airlangga (Unair) terkait kasus dugaan korupsi pembangunan Rumah Sakit 

Pendidikan Unair tahun anggaran 2007-2010 dan dugaan korupsi alat kesehatan 

Rumah Sakit Pendidikan Unair tahun anggaran 2009. Berdasarkan keterangan 

resmi KPK, Nasih sedianya akan diperiksa sebagai saksi bagi tersangka mantan 

Rektor Unair periode 2005-2015. Berdasarkan hasil penyelidikan, kerugian negara 

diduga mencapai Rp 85 miliar dari total proyek pembangunan senilai Rp300 

miliar. Tersangka terjerat dalam Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-Undang 

Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 20 tahun 2001 

tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 juncto Pasal 6 ayat 1 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Data yang diperoleh CNN Indonesia, 

terdapat dua kasus terkait Universitas Airlangga yang diselidiki oleh 

KPK. Pertama, pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Unair tahun 2009 dengan 

nilai Proyek Rp 305.446.372.000. Perusahaan pemenang adalah perjanjian 

kerjasama operasi (KSO) antara PT Pembangunan Perumahan (PP) dan Mahkota 

Negara. Mahkota Negara adalah perusahaan yang dimiliki oleh Nazaruddin. 

Kerugian negara diperkirakan sekitar Rp 85 miliar. Kedua, pengadaan alat 

peralatan kesehatan dan laboratorium rumah sakit tropik infeksi Unair. 

Perusahaan yang memenangi proyek senilai Rp49,1 miliar tersebut adalah PT. 

Marell Mandiri, sedangkan yang memenangkan proyek senilai Rp38,8 miliar 

adalah PT. Buana Ramosari Gemilang. Selain itu KPK juga menyelidiki 

pengadaan pada rumah sakit Infeksi 2009 proyek Universitas Airangga dengan 

nilai proyek Rp214 miliar. Perusahan pemenang adalah KSO Duta Graha Indah 

dan Mega Niaga.  

Selain itu juga ada kasus dari Universitas Samudra (Unsam) Aceh. Ratusan 

lebih mahasiswa Universitas Samudra (Unsam) Langsa tergabung dalam Aliansi 

Mahasiswa Unsam, melakukan aksi demo di halaman kampus menuntut Rektor 

turun dari jabatannya. Para mahasiswa menyampaikan agar pihak Rektorat dapat 

menjelaskan terkait aliran dana Bidik Misi yang selama ini sering terlambat. 

Mahasiswa dan mahasiswi menduga ada penyalahgunaan wewenang dan tidak 

transparan. Menurut koordinator aksi demo tersebut bahwa Tim pelaksana bidik 
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misi Unsam, melanggar keputusan ketiga SNPMB PTN karena tidak melakukan 

survei tempat tinggal dan verifikasi ekonomi secara keseluruhan dan merata. 

Selain litu, lmereka ljuga lmenolak lgedung lsekretariat lmahasiswa lyang ltelah 

ldibangun lpihak lrektorat. lMereka lminta ldibangunkan lkembali lgedung lsekretariat 

lyang llayak ldan lsesuai lkebutuhan lmahasiswa ldan lorganisasi, lbukan lseperti 

lkeinginan lpihak lrektorat. lMereka lmengatakan, ljika lpihak lRektorat ldalam lhal lini 

lRektor lUnsam lLangsa, ltidak lmampu lmengambil lkebijakan latas ltuntutan 

lmahasiswa, ldipersilahkan lmundur ldari ljabatannya. lAksi ldemonstrasi ldimulai 

lsekitar lpukul l10.00 lWIB ldi lhalaman lkampus. lDemonstrasi ltersebut lnyaris lricuh ldan 

lsuasana ltegang ldengan lsecurity lserta laksi lsaling ldorong lsempat lterjadi, lsaat lpara 

lmahasiswa lmemaksa lmenerobos lmasuk lke lgedung lBiro lRektorat. lDari lfenomena 

lkorupsi lyang ltelah lmerajalela lseluruh lsektor, lmembuat lKementerian lRiset, 

lTeknologi, ldan lPendidikan lTinggi l(Kemristekdikti) llakukan lpengawasan 

lpeningkatan lkapasitas lpengendalian lkorupsi ldi lsegala lsektor lkementerian lyang 

lbertujuan luntuk lmencegah lkorupsi ldi lPerguruan lTinggi, ldengan lcara lmaksimalkan 

lSatuan lPengawasan lInternal lagar lDikti lmemiliki lsistem lpengendalian linternal lyang 

lefektif lpada lPTN. lSatuan lPengawasan lInternal ldapat lmenjadi lpatner lrektor luntuk 

lmeningkatkan lsegala lurusan lpengawasan lbirokrasi. lPara lSatuan lPengawasan 

lInternal lharus lmampu ldan lpaham ldengan lpembukuan, lserta lmemiliki lkeahlian 

lspesifik lsebagai lpenunjang lkerja. 

Pada penelitian ini, peneliti menemukan gap research melalui batasan atau 

hambatan yang dialami peneliti sebelumnya melalui saran yang diberikan. 

Beberapa hal yang disarankan adalah memperluas wilayah penelitian. Penelitian 

sebelumnya dilakukan dengan sampel pada Satuan Pengawasan Internal Peguruan 

Tinggi Negeri di daerah Serang Jawa Barat. Sehingga hasilnya hanya bisa 

digunakan pada wilayah tertentu. Pada penelitian ini menggunakan Satuan 

Pengawasan Internal Perguruan Tinggi Negeri Se-Indonesia, sehingga hasil 

penelitian ini dapat digunakan secara menyeluruh. Saran kedua adalah untuk 

menggunakan variabel yang berbeda dengan sebelumnya. 

Penelitian lini lmerupakan lhasil lpengembangan lpenelitian lsebelumnya. 

lPerbedaan lantara lpenelitian lini ldengan lpenelitian lsebelumnya ladalah lterdapat lpada 

lpenelitian lyang ldilakukan loleh lKurniasih lDwi lAstuti ldan lFara lFitriyani l(2017). 
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lPerbedaan lpenelitian lini ldengan lpenelitian lsebelumnya lterletak lpada lVariabel 

lindependen lyang ldigunakan ldalam lpenelitian lini adalah Pengalaman Kerja, 

Kompetensi Auditor Internal, Dan Beban Kerja. Variabel dependen yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu Kualitas Auditor Internal, sedangkan pada 

penelitian sebelumnya yaitu Pengalaman Kerja, Kompetensi Auditor Internal, 

Independensi dengan Variabel dependen Due Professional Care dan Implikasi 

Dalam Kualitas Audit Internal. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah 

dengan menggantikan satu variabel Independensi menjadi variabel Beban Kerja 

(Kadek Ricky Ardie Suprapta dan Putu Ery Setiawan, 2017).  

Oleh karena itu, penulis mengangkat penelitian dengan judul “Pengaruh 

Pengalaman Kerja, Kompetensi Auditor Internal, Dan Beban Kerja Terhadap  

Kualitas Auditor Satuan Pengawasan Internal Pada Perguruan Tinggi Negeri di 

Indonesia”. 

 

1.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka permasalahan dalam 

penelitian ini dapat diungkapkan sebagai berikut: 

a. Apakah Pengalaman Kerja berpengaruh terhadap Kualitas Audit 

Internal? 

b. Apakah Kompetensi Audit Internal berpengaruh terhadap Kualitas Audit 

Internal? 

c. Apakah Beban Kerja berpengaruh terhadap Kualitas Audit Internal? 

 

1.3  Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

a. Untuk membuktikan empiris Pengaruh Pengalaman Kerja terhadap 

Kualitas Auditor Internal. 

b. Untuk membuktikan empiris Pengaruh Kompetensi Auditor Internal 

terhadap Kualitas Auditor Internal. 

c. Untuk membuktikan empiris Pengaruh Beban Kerja terhadap Kualitas 

Audit Internal. 
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1.4  Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian di atas, 

maka hasil penelitian ini diharapkan akan mempunyai beberapa manfaat sebagai 

berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

Peneliti sangat berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat 

dalam pengembangan pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman 

peneliti serta bisa memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu 

pengetahuan, terutama ilmu dalam bidang audit. Selain itu, peneliti juga 

berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan bukti yang memadai 

adanya pengaruh Pengalaman Kerja, Kompetensi Auditor Internal dan 

Beban Kerja terhadap Kualitas Audit Internal. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi Perguruan Tinggi (PT) 

Dengan ladanya lpenelitian lini ldiharapkan ldapat lberguna luntuk lmenjadi 

lmasukan ldan linformasi ltambahan lyang lsifatnya lpositif lkepada lpihak 

lPerguruan lTinggi lmengenai lperkembangan llebih llanjut ltentang 

lefektivitas lsistem lpengendalian linternal lserta ldapat lmengetahui lapakah 

lAuditor lInternal lyang ldijelaskan ltelah lmemadai. 

2) Bagi Satuan Pengawasan Internal (SPI) 

Agar llebih lmengetahui lbahwa lperanan lAuditor lInternal litu lsangat 

lpenting ldalam lpeningkatan lkinerja lsebuah lorganisasi latau lperusahaan, 

lsehingga lAuditor lInternal llebih lmemelihara ltanggung ljawab 

lprofessional, lmeningkatkan lkompetensi lperan ldan lkinerja lyang ldimiliki 

loleh lauditor. 

3) Bagi mahasiswa  

Penelitan lini ldiharapkan ldapat lmemberikan lsumbangan lkonseptual lbagi 

lpeneliti lsejenis lmaupun lcivitas lakademika llainya ldalam lrangka 

lmengembangkan lilmu lpengetahuan ldan lkemajuan ldunia lpendidikan, 

lkhususnya ldibidang laudit lyang lbertujuan luntuk lmeminimalisir 

lterjadinya lkecurangan latau lkorupsi lditingkat lPerguruan lTinggi. 
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